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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap Candi Prambanan dari kerusakan akibat 

kegiatan pariwisata telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh 

adanya peraturan perundangan yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya. Undang – Undang tersebut menegaskan bahwa 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan 

Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Balai 

Pelestarian Kebudayaan Wilayah X merupakan salah satu Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi Balai 

Pelestarian Kebudayaan Wilayah X diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekhnologi Republik Indonesia No. 

33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian 

Kebudayaan Pasal 3 dan Pasal 4. Pelaksana teknis lapangan di Candi 

Prambanan dikelola oleh Pengelola Unit Candi Prambanan Balai 

Pelestarian Kebudayaan Wilayah X. Pengelola Unit Candi Prambanan 

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X membantu melakukan kegiatan 

pengawasan dan perlindungan terhadap bangunan Candi Prambanan dan 

juga kegiatan-kegiatan yang ada di Candi Prambanan. Dalam aspek 

pemanfaatan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang pelaksanaannya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional 

dan Pelestarian Cagar Budaya, disebutkan bahwa Cagar Budaya dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan tetap 

memperhatikan upaya pelestarian cagar budaya dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan perundangan tersebut juga 

disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya 

salah satunya dalam bentuk perizinan pemanfaatan. Semua izin 

pemanfaatan cagar budaya dikeluarkan langsung oleh Dirjen Kebudayaan 

Kemendikbud Ristek, termasuk pemanfaatan kawasan Candi Prambanan. 

Pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X bekerja sama dengan PT 

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sebagai 

pengelola objek wisata Candi Prambanan dalam menjaga, merawat, dan 

melestarikan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia. Kerja sama 

kedua pihak tersebut sudah sangat baik dan optimal. PT Taman Wisata 

Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko juga mengikuti peraturan-

peraturan dan pedoman-pedoman yang ada dan masih berlaku hingga saat 

ini sehingga semua kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. 

2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap Candi Prambanan 

dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata yaitu : 

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah 

berjalan, namun peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai 
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tindak lanjut dari undang – undang tersebut ternyata belum juga 

diundangkan. Tentunya Peraturan Pemerintah ini yang akan dijadikan 

pegangan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelestarian cagar budaya 

menjadi kurang maksimal, sehingga perlu segera diterbitkan 

Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut. Saat ini memang 

telah ada perda yang mengatur cagar budaya di tingkat Provinsi DIY, 

yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda 

Cagar Budaya. Namun perda tersebut masih mengacu pada undang-

undang yang lama, yaitu UU No. 5 Tahun 1992. Selama belum ada 

perda yang khusus untuk mengatur mengenai perlindungan cagar 

budaya maka kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X untuk 

mengendalikan terjadinya kerusakan dan kemusnahan Candi 

Prambanan sebagai salah satu situs cagar budaya di Yogyakarta akan 

kurang efektif. 

b) Kurang dilakukannya koordinasi antar lembaga terkait (stakeholder) 

yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, sehingga kadang-

kadang terjadi tumpang tindih aturan atau kebijakan dalam 

pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada 

di lapangan antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (Pemerintah Pusat) 

dan Pemerintah Daerah. 
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c) Belum adanya guide line atau pedoman terkait pemanfaatan Candi 

Prambanan seperti kegiatan apa yang diperbolehkan dan kegiatan apa 

yang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam Candi Prambanan. 

d) Belum adanya pengaturan menyeluruh tentang zonasi wilayah Candi 

Prambanan. 

3. Adapun solusi-solusi dari kendala-kendala dalam perlindungan Candi 

Prambanan yaitu : 

a) Melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kendala yang 

dialami di lapangan 

b) Melakukan koordinasi antar lembaga terkait (stakeholder) yang 

berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, supaya tidak terjadi 

tumpang tindih aturan atau kebijakan dalam pelindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di lapangan 

antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (Pemerintah Pusat) dan 

Pemerintah Daerah. 

c) Membuat pengaturan khusus terkait zonasi Candi Prambanan. 

d) Membuat peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai tindak 

lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya agar tidak mengacu pada undang-undang yang lama yaitu UU 

No. 5 Tahun 1992 sehingga kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan 

Wilayah X untuk mengendalikan terjadinya kerusakan dan 

kemusnahan Candi Prambanan sebagai salah satu situs cagar budaya 

di Yogyakarta menjadi lebih efektif. 
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B. Saran 

Candi Prambanan merupakan salah satu warisan budaya dunia yang harus 

dijaga, dirawat, dan dilestarikan juga dikenal lebih dalam maupun luas, serta 

sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi dan harus terus dikembangkan. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :  

1. Candi Prambanan merupakan salah satu aset cagar budaya yang harus 

harus dikembangkan lebih luas dan dikelola lebih sepenuhnya.  

2. Meningkatkan kebijakan-kebijakan aturan dan perintah dalam memasuki 

kawasan Candi Prambanan.  

3. Mengomptimalkan dan saling menjaga pemeliharaan pelestarian Candi 

Prambanan dengan cara tidak merusak, mengubah, dan mencuri apa yang 

ada di dalam candi.  

4. Saling bertukar pemikiran dan informasi terkait pengetahuan antar 

pengelola dan pengunjung candi sebagai objek wisata perlu dilakukan 

untuk mencari ide-ide baru kedepanya, agar lebih dikenal luas oleh warga 

asing. 
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